MASUKKAN ATAS RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG

PENYEDIAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI

Menanggapi undangan Konsultasi Publik yang diumumkan di situs Dirjen Postel, kami yang bertanda tangan di bawah ini mengusulkan beberapa hal berikut:
1. Mengubah spirit/paradigma penggunaan dana Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dari penyediaan sarana dan prasarana ‘telepon’ menjadi ‘Program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pemberdayaan Masyarakat.’
2. Mengubah paradigma implementasi KPU Telekomunikasi dari yang berdiri sendiri (standalone) menjadi program yang bersinergi dengan program-program pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM - Menkokesra) dan program TIK lain seperti Jaringan Pendidikan Nasional (JARDIKNAS - Depdiknas) sehingga mempunyai dampak yang lebih signifikan.
3. Secara bertahap mengimplementasikan paradigma ini dengan mengalokasikan sebagian dana KPU Telekomunikasi untuk mendukung pengembangan Telecenter/Community Access Point (CAP) di lokasi PNPM dan program pemberdayaan masyarakat lainnya (dengan subsidi bandwith dan perangkat TIK),  serta menyelenggarakan sistem pendukungnya (support system) seperti Help Desk/Call Center/tol-free information, Service Center, Jaringan Telecenter/CAP dan Sertifikasi Pekerja Telecenter/CAP (Manager, Fasilitator, Operator). 

4. Dengan perubahan paradigma tersebut maka di dalam rancangan Peraturan Menteri tersebut dapat dipertimbangkan hal-hal berikut: 
· Di Klausal ‘Menimbang’ ditambahkan: Bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat berpotensi untuk mempercepat pencapaian program-program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian Millenium Development Goals, seperti misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
· Di Pasal 1 ditambahkan Definisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan definisi Telecenter/CAP. 
· Definisi TIK sesuai dengan definisi yang dikeluarkan Kominfo
· Definisi telecenter/CAP bisa seperti berikut: Telecenter/CAP merupakan suatu fasilitas warga dimana mereka dapat berinteraksi, belajar, bekerja dan bermain dengan memanfaatkan komputer, internet dan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya. Telecenter/CAP memungkinkan warga melakukan hal-hal tersebut dengan pihak di luar daerahnya, bahkan dengan pihak internasional melalui internet. Karakteristik khusus dari telecenter/CAP adalah aktifitasnya yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti membantu kegiatan peningkatan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 
· Di Pasal 3 ditambahkan: Penyediaan KPU telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan layanan bersubsidi untuk akses telepon, penyediaan bandwith, jasa multimedia dan layanan telekomunikasi berbasis informasi lainnya; pengadaan perangkat telecenter/CAP bersubsidi; penyelenggaraan sistem pendukung (support system) seperti Help Desk/Call Center/tol-free information dan Service Center; dukungan untuk Jaringan Telecenter/CAP dan penyelenggaraan Sertifikasi Pekerja Telecenter/CAP (Manager, Fasilitator, Operator).
· Di Pasal 6 ditambahkan: Sinergi dengan program-program pemberdayaan masyarakat pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, masyarakat sipil (civil society), lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah agar implementasi KPU telekomunikasi memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian Millenium Development Goals selain penanggulangan kesenjangan digital.
· Di Pasal 10 ditambahkan: 
· Kesiapan bersinergi dengan program-program pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
· Biaya penyediaan bandwith bersubsidi; pengadaan perangkat telecenter/CAP bersubsidi; penyelenggaraan sistem pendukung; dukungan untuk Jaringan Telecenter/CAP dan penyelenggaraan Sertifikasi Pekerja Telecenter/CAP.
· Di Pasal 18 ditambahkan: 
· Pelaksana penyedia wajib mendukung mekanisme subsidi dan investment sharing dari PEMDA dan masyarakat untuk pendirian serta pengoperasian telecenter/CAP yang akan ditentukan oleh BTIP agar telecenter/CAP yang didirikan dapat berkesinambungan dalam waktu 5 tahun. 
· Pelaksana penyedia wajib mendukung terselenggaranya Jaringan Telecenter/CAP Indonesia dan sertifikasi pekerja telecenter/CAP (manager, fasilitator, operator)
· Pelaksana penyedia wajib menyediakan layanan Help Desk/Call Center/tol-free information dan Service Center untuk melayani masyarakat pengguna (permasalahan telepon) dan telecenter/CAP.

· Di Pasal 23 ditambahkan: BTIP bersama stakeholder terkait akan menyiapkan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat (Mekanisme Complain dan Feedback) dengan sistem yang transparan (dapat difasilitasi oleh situs web/sms) sehingga respon terhadap permasalahan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

· Di salinan keputusan tambahkan: 
· Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat 
· Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Catatan: Pasal-pasal lain perlu diselaraskan dengan ditambahkannya hal-hal di atas.
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